
BUPATI TANA TORA"IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAI{ BT'PATI TANA TORA^'A
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTAITGGUNGJAWABAN PELAI(SANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHI'N ANGGARAN 2()17

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA}{A ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang:

Mengingat:

bahwa untrrl< melaksanal<an ketentuan lrasal l2 petalutan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l[ Tahurr 20tg tentang
Pertanggrrngjatvallan l,claksanaaI Anggatan pendapatan danBelanja Daorah 'l'ahun Anggaran 2017, pcrlu <litctnpkau
Peraturan Brrpati lentang peliabaran pertanggunglarvaban
Pelaksanaan Anggaran pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran .2Ot7 sebagai rincian lebih la jut <lari
Pertanggungiawaban l,elaksanaan Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah Talun Anggar an 2Ol7;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tah

Daerah-daerah Tingkat II di
Republik Indonesia Tahun
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor lg22);

2. Undang-Undaug Nomor 2g Tatrun l9g9 tenlang r
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari xo.u.,.i,l
Kolusi dan Ncpotisme (Lemtraran Negara Republik Inrlontlsia L
Tahun 1999 Nomor 75, Tanrbahan Lembaran Negara lteprrblik
Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nonror l7 Tahun 2003 tenlang Keuangan
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia ,fahun 

2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembar.an Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentalg
Perbendaharaan Negara (Iernbaran Negara Republik Intlouesia'lbhtrn 2O04 Nomor 5, Tambahan Lemlnran Negara Reptrblik
Indonesia Nomor 43SS);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan thnggung Jawab Keuangan Negara
(Lcnrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200i Nomor 66,'lhmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor +eOOl; 

@
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (hmba-ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undalg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbalgan
Keualgan Antara Pemerintah pusat dal pemerintahal Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,
Tambahan l,emtraran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

8. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indotresia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Len:baran
Republik Indonesia Nomor 5049);

Negara

9. Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-unrlangan (Lembaran Negara Reputllik
Indonesia 'fahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Ivomor 23 Tahrrn 20l4 tentang pemetintzrhan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimara telah diubah beberapa kali, teralihirdengal Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tarnbahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5629);

I l. Peraturan pemerintah Nom
Pengelolaan Keuangal Bada
Negara Republik Indonesia Ta
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. 54 .fahun 20OS t.rt..rg /
ara Replrblik tndoncsia.l'ahun L

Indonesia Nomor 4574); 
Lembaran Negara Replrtrlik

13. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbanga' (t,ernbaran Negara Republil< I,donesia .rahun
20O5 Nomor I37, Tambahan l,e mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l3g, Tambah-an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Tambahan t irbr.ro N"g"." Republik Indonesia X,XlTri:.:; b
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentang
Pengelol,aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45Zg);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iudonesia Nomor 45g5);

18. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2OO6 tentang pelaporan
Keuangal dan Kineda Instansi pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman pelrgelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telal diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2O06 tentang pedoman pcngelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

2O. Peraturan Menteri Dalaar Negeri Nomor 64 .fal.run 
2O 13

tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis
Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 142S);

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor gO Tahun 20lS
tentang Pembentukan produk Hnkum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036);

.22. 
" /
h/
8l-

ubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten TaIa Tor.aja tcntang ,Perubahan Atas peratut.a un ZOO8'/tentang pokok-pokok 

Daerah L
(lembaran Daerah Kabu n Tana Toraja Tahun 2015
Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun
2017 tentang perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daera_h Tahun Anggara n 2Ol7 (kmbaran Daerah Kabupaten
Tana Tor4ja Tahun 2017 Nomor O5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor ... Tahun2018 tentang Pertanggungiawabal petaksalaal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga rar. 2Ol7
(Lembaran Daerah I(abupaten Tana Toraja Tahun 201g
Nomor.....);

25. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2Ol7 tentang
Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggara n 2Ol7 (Lembararr Daerah Kabupaten
Tana Toraia Tahun 2017 Nornor 25); ry
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Menetapkan
MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARANPERTANGGUNGJAWABAN

fiii*;ffi ;";t ;;fl*,^ TiifiHffi ,^ il88ffi

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Angga-ran 2O16 terrliri atas :1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer

c. PendapatanLain-lain

Pasal I

Rp140.418.24t.234,g3

Rp737.036. 197.656,Oo

Rn21 7 .573.207 .o27 .00

Rp677.4A9.nL.222,sa

Rp320.082.73s.096,31

Rp5O.O00.0OO,O0

Rpt+9.7a7 .799.526,92

Rp 128.840-344.513,09

.246 t95.770.00

yang Sah
Jumlah pendapatan

2- Belanja

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

d. Belartja Transfer

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan :

a. Penerimaal

b. Pengeluaran

t.o95.O27645. 17.93

Rp 1. 147.369.655.846,26

Rp 34 9.S 3
3

Jumlah Pembiayaan Netto....... _..

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebelum Koreksi

Koreksi SiLPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaral Tahun Anggaran
2017

Rp73.212.l38.A14,76

P.p73.272.73a.814,76

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran s€bagaim6n2 dimaksud
dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

. Pasal 4
Penjabaran l,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 3 tercantum dalam Lampiral II peraturan Bupati ini. n
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pasal 5
rqmpiran sebagaimana dimaksud delem p6sal 2 dan pasal 4merupa.kan bagian yaIlg tidak terpisahkan dari peraturan Bupa6
ini.

pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, 

- 
memerinEhkan penfrindangan

Peraturan Bupati ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapk8n di Makale

1 pada tanggal or OFtober eor8

[,ro"^r, rAxlror. ,rA, (L.

BIRIIT NAI|AE

Diundangkan di Makale
pada tsnggal o r optobcc eolS

AEI(RTTARIA

SEUI'EL
BERITA DAERAH

I(ABI'PATET TA.trA TORA^'A,

BUNA

N TANA TORAIA TAHUN 2018 NOMOR 32


